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RINGKASAN

Dalam sebuah negara yang menganut sistem Demokrasi seperti halnya
Indonesia maka pemilihan umum (Pemilu) merupakan mekanisme utama yang
harus ada di dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan
pemerintahan. Praktik pemilu di Indonesia selama ini diatur dalam Undang undang
07 tahun 2017 yang berasas pada UUD 1945.

Bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional
sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan
Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan
wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan UU 7 tahun 2017 pasal 1 ayat 1 yang berisi tentang
Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat
yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Maka
dalam hal demokrasi sangatlah perlu bagi rayat untuk mengetahui mekanisme
pemilihan umum dan lembaga lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan

umum tersebut.

Dalam hal ini dijelaskan di UU 7 tahun 2017 pasal 1 ayat 7 “Penyelenggara
Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi
pemilihai Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi lenyelenggaraan Pemilu untuk memilih
anggota Dewin Perwakilan Ralgrat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden
dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
secara langsung oleh rakyat. Dijelaskan selanjutnya di ayat ke 8, 9 dan 10 yang
berbunyi “Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah

lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam



melaksanakan pemilu. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya
disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara pemilu di provinsi. Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU
Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota”.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengangkat permasalahan menjadi
sebuah karya ilmiah bentuk skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap
Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota
Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengkaji dan menganalisis Tugas
Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Dalam
Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis
normatif (Legal Research) atau penelitian Hukum Normatif atau pustaka (Library
Research). Penggolongan ini- disebabkan karena penelitian ini lebih banyak
dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. seperti
UUD Negara RI Tahun 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Perundang Undangan dan
sebagainya. Hasil tersebut dianalisis menggunakan metode yang terarah dan
sistematis. Akhirnya ditarik kesimpulan yang memberikan deskripsi yang bersifat
preskriptif dan terapan guna untuk meninjau secara yuridis terhadap Tugas Dan
Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan
Umum Serentak Tahun 2024.

Kata Kunci : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, Tugas dan

Wewenang
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meneladani semua yang beliau contohkan, amiinn.
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menuntut ilmu dan memperluas wawasan pengetahuan serta keilmuwan di
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KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan
karya sava sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah
diajukan oleh orag lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi
Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau
pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang

secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 24 Januari 2024
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